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Tempat . Ruang Rapat Komisi Il DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara . Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA
2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Ketua Rapat . H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi Il
DPR RI

Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi Il DPR RI

Hadir . A. 35 (tiga puluh lima) Anggota Komisi || DPR RI

dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi Il
DPR RI

B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP

C. Ketua DKPP

D. Kepala BPIP

PENDAHULUAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat

Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi Il DPR RI dengan Menteri Dalam
Negeri Rl/Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala BPIP, dengan agenda
pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana
kerja pemerintah Tahun 2023, hari Selasa, 7 Juni 2022, dibuka pukul
13.42 WIB oleh Ketua Komisi Il DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung,
dan dinyatakan terbuka untuk umum.

POKOK - POKOK PEMBAHASAN
Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Komisi Il DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP, Ketua



DKPP, dan Kepala BPIP, dengan agenda pembicaraan pendahuluan
pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun
2023, sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri Rl menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun
2023 Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) sebesar
Rp2.909.934.017.000,- (dua trilyun sembilan ratus sembilan milyar
sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), termasuk
di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)sebesar Rp26.100.000.000,- (dua puluh
enam milyar seratus juta rupiah), untuk dibahas secara mendalam
pada Rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan Pagu
Indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP) sebesar Rp230.141.319.000,- (dua ratus tiga puiuh milyar
seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah),
untuk dibahas secara mendalam pada Rapat pembahasan RAPBN

Tahun 2023 selanjutnya.

3. Ketua DKPP menyampaikan usulan kebutuhan anggaran DKPP dalam
rangka persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun

2024.

4. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyampaikan Pagu
indikatif RAPBN Tahun 2023 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) sebesar Rp357.496.465.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar
empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima
ribu  rupiah), untuk dibahas secara mendalam pada Rapat
pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

5. Kepala BPIP menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 per
tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp1 38.512.146.019,- (seratus tiga puluh
delapan milyar lima ratus dua belas juta seratus empat puluh enam
ribu sembilan belas rupiah) dari pagu alokasi anggaran tahun 2022
sebesar Rp310.453.749.000,- (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus
lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau

sebesar 44.62%.

. KESIMPULAN RAPAT
Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi Il

DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala BNPP, Ketua DKPP,

2



dan Kepala BPIP, dengan agenda pembicaraan pendahuluan
pembahasan RAPBN TA 2023 dan rencana kerja pemerintah Tahun
2023, sebagai berikul:

1. Komisi Il DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif
RAPBN Tahun 2023:

a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar
Rp2.909.934.017.000,- (dua trifyun sembilan ratus sembilan milyar
sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah),
termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP)sebesar Rp26.100.000.000.- (dua
puluh enam milyar seratus juta rupiah);

b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP} sebesar
Rp230.141.319.000,- (dua ratus tiga puluh milyar seratus empat
puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

c. Badan Pembinaan ldeologi Pancasila (BPIP) sebesar
Rp357.496.465.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus
sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terkait hal tersebut, Komisi 1| DPR Rl akan membahasnya secara
mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2023 selanjutnya.

2. Terhadap usulan kebutuhan anggaran DKPP dalam rangka persiapan

dan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan
dibahas secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun

2023 selanjutnya.

3 Komisi 1l DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi
anggaran tahun 2022 BPIP sampai dengan 6 Juni 2022 sebesar
Rp138.512.146.019,- (seratus figa puluh delapan milyar lima ratus dua
belas juta seratus empat puluh enam ribu sembilan belas rupiah) dari
pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp310.453.749.000,- (tiga
ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 44.62%.

4 Komisi [ DPR R! meminta kepada Kemendagri, DKPP, dan BNPP
menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun 2022 kepada
Sekretariat Komisi Il DPR Rl paling lambat Jumat, 10 Juni 2022,
sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2023

yang akan datang.
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V.

5. Komisi 1| DPR Rl meminta kepada Kemendagri, DKPP, BNPP, dan
BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2022
dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan figa)
kepada Sekretariat Komisi |l DPR RI paling lambat Jumat, 10 Juni
2022, sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun

2023 yang akan datang.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.47 WIB.

Jakarta, 7 Juni 2022

H. AHMAD DOLI KURNIA T \;JUNGW
A-270




